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DUA TERSANGKA KORUPSI PEMBANGUNAN 

PUSKESMAS DI SIKKA SEGERA DISIDANG 

 

 
https://www.acehground.com 

 

KOMPAS.COM, SIKKA - Dua tersangka kasus korupsi pembangunan 

Puskesmas Paga di Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, NTT, segera disidangkan di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang. Kedua tersangka yakni mantan 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sikka, Yohanes 

Baptista Laba atau YBL dan Irvan Rano atau IR selaku kontraktor pelaksana dalam 

proyek tersebut. Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka, Bayu 

Putu mengatakan, keduanya telah dipindahkan dari Rutan kelas IIB Maumere ke Rutan 

Kelas IIB Kupang pada Jumat (16/2/2024). "Hari ini kita pindahkan tersangka ke Kupang. 

Selanjutnya akan lakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Pengadilan 

Tipikor Kupang untuk segera disidangkan," ujar Bayu. Pemindahan tersangka dari Rutan 

Kelas II Maumere menuju Bandara Frans Seda Maumere didampingi tim Pidsus 

Kejaksaan Negeri Sikka dan dikawal dua anggota polisi. Pihak keluarga yang telah 

menunggu di bandara kemudian berpamitan dengan kedua tersangka. Kasus korupsi ini 

berawal ketika pemerintah menganggarkan Rp6.756.121.000 yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Puskesmas Paga pada 2021. Saat itu, YBL 

yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara IR selaku Kuasa 

Direktur CV Kasih Murni. Namun, pengerjaan pembangunan puskesmas itu tidak sesuai 

ketentuan. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka IR tidak melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Ini 

mengakibatkan selisih pembayaran sebesar Rp471.396.878. IR juga tidak membayar 

denda keterlambatan pekerjaan sesuai ketentuan perhitungan sebesar Rp1.491.885.582. 

Sementara YBL selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai 

spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, sehingga menimbulkan selisih 
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pembayaran. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Sikka, total kerugian 

keuangan negara yang ditimbulkan oleh kedua tersangka sebesar Rp1.963.282.460. 

 

Sumber Berita: 

1. https://regional.kompas.com/read/2024/02/16/152037678/dua-tersangka-korupsi-

pembangunan-puskesmas-di-sikka-segera-disidang, 16 Februari 2024; 

2. https://kupang.tribunnews.com/2024/02/21/sidang-kasus-korupsi-pembangunan-

puskesmas-paga-bergulir-kuasa-hukum-penetapan-tersangka-absurd, 21 Februari 

2024. 

 

Catatan: 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja 

tidak terduga; dan belanja transfer.1 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.2 Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi 

kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan 

Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam 

belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait 

denganpengad aan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.3 Belanja modal 

meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; 

belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. 

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan 

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan 

tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi 

prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya 

telah ditentukan oleh Pemerintah.5 DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan 

Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: 

mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi 

kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55, Ayat 1 
2 Ibid. Pasal 55, Ayat 3 
3 Ibid. Pasal 64 
4 Ibid. Pasal 65 
5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 72 
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mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: 

rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka 

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk 

mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK 

nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan 

hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau 

layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan 

pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai 

APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai 

target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang 

bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.6 

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. 

Inspektur daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota 

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam 

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang 

pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali 

kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; penyusunan laporan hasil 

pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan 

pelaksanaan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah 

kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait 

dengan tugas dan fungsinya.7 Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota 

melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat.8 Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi 

penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah 

kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 

                                                           
6 Ibid. Pasal 131 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33 
8 Ibid. Pasal 33A 
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Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah 

kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.9 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.10 Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut.11 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).12 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).13 

 

Catatan Akhir :  

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik 

materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara 

nyata/pasti. 

                                                           
9 Ibid. Pasal 33B 
10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2 
11 Ibid. Pasal 59, Ayat 1 dan 2 
12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 
13 Ibid. Pasal 3 


